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Abstract 

 The purpose of this study was to analyze and explain the strategy of team cooperation in village development planning 

for food security program development in villages Baru  in Kampar Regency. The theory used in this study is the theory of Keith 

Davis and John W. Newstrom (Agus Dharma, 2002) about team cooperation implemented in the strategy of team cooperation in 

planning for food security program development in New Villages in Kampar Regency. The nature of this study is qualitative with 

descriptive analytical type. The number of informants was 12 people through purposive sampling technique. Data collection 

techniques were by interview and observation. The results of the study showed that the strategy of team cooperation in planning 

was not yet effective, because at the preparation stage there was no provision of accompanying experts, lack of data and information 

about the condition of village potential related to the community empowerment program for productive economic food security, it 

took time and preparation to draft priority activity plans that were prioritized, so that when the Musrenbangdes then rationalized 

or adjusted to budget capabilities, prioritizing productive programs, such as food security efforts. There was a delay in the 

deliberation from the February to June schedule. There was a tug-of-war of interests between the aspirations of the community and 

the village government. Additional time was needed for the discussion stage and to deepen the quality of the performance of the 

village development planning deliberation. 

Keywords: teamwork strategy, village development planning, food security. 

 

Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan  strategi kerjasama tim perencanaan 

pembangunan desa pengembangan program ketahanan pangan di desa Baru Kabupaten Kampar. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori Keith Davis dan John W. Newstrom (Agus Dharma, 2002) tentang 

kerjasama tim yang diimplementasikan pada strategi kerjasama tim perencanaan pengembangan program ketahanan 

pangan di Desa Baru Kabupaten Kampar. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Jumlah 

informan sebanyak 12 orang melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 

observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  strategi kerjasama tim perencanaan belum efektif, dikarenakan pada 

tahap persiapan terlihat tidak adanya penyediaan tenaga ahli pendamping, kurangnya data dan informasi tentang 

keadaan potensi desa terkait program pemberdayaan masyarakat ekonomi produktif ketahanan pangan, perlu waktu 

dan persiapan untuk menyusun draf prioritas rencana kegiatan yang menjadi perioritas, sehingga ketika 

Musrenbangdes kemudian merasionalisasi atau menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, memperioritaskan pada 

program yang produktif, seperti usaha ketahanan pangan. Terdapat keterlambatan dalam musyawarah dari jadwal 

Februari hingga Juni. Terjadi tarik-menarik kepentingan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah desa. Perlu 

penambahan waktu untuk tahap pembahasan dan pendalaman kualitas kinerja musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. 

Kata kunci : strategi kerjasama tim, perencanaan pembangunan desa, ketahanan pangan. 
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Pendahuluan 

 Hasil penelitian (Sufian Hamim dan 

Sri Indrastuti, 2019) menunjukkan bahwa 

perencanaan dan implementasi strategi 

pembangunan perdesaan di Provinsi Riau 

belum optimalnya reformasi administrasi 

publik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan perdesaan terutama 

memperkenalkan perubahan-perubahan 

dasar manajemen publik melalui 

transpormasi sitem perencanaan dan 

implementasi strategi pembangunan 

kontekstual yang memberdayakan 

masyarakat berbasiskan potensi dan kearifan 

lokal.  

 Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa yang selanjutnya 

disingkat Musrenbang Desa adalah forum 

rembug warga desa yang dilakukan untuk 

membicarakan masalah dan potensi desa 

agar teridentifikasi dengan baik untuk 

memberikan arah yang jelas atas tindakan 

yang layak menurut skala prioritas dan 

dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau 

memaksimalkan potensi yang dimiliki 

sebagai dasar program kerja pemerintah desa 

melaksanakan penganggaran dan kegiatan 

tahunan desa. 

 Maksud dan tujuan dari Musrenbang 

desa berdasarkan Permendagri Nomor 66 

Tahun 2007 Tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa adalah supaya 

dilaksanakannya model perencanaan 

partisipatif di tingkat desa yang melibatkan 

semua komponen masyarakat, lembaga 

kemasyarakatan, swasta dan pemerintah 

desa dan lembaga pemerintah lainnya yang 

ada di desa. 

 Perencanaan ditingkat desa sampai 

tingkat pusat intinya sama, hanya berdeda 

ruang lingkup wilayah, waktu dan 

penyebutan namanya saja. Perencanaan 

tersebut terdiri dari : 

 

1. Perencanaan Jangka Menengah 

(RPJM Desa, RPJMD/Kab-Kota, 

RPJMD/Provinsi dan 

RPJMN/Pemerintah Pusat. 

Perencanaan Jangka Menengah di 

desa berlaku untuk 6 (enam tahun), 

sedangkan bagi daerah dan 

Pemerintah Pusat berlaku untuk 5 

(lima) tahun. Sesuai masa jabatan 

eksekutif ditiap tingkatan. 

Ditetapkan satu kali setiap periode 

pemilihan eksekutif, dan sudah 

harus ditetapkan paling lambat tiga 

bulan setelah pejabat tersebut 

dilantik. 

2. Perencanaan tahunan sebagai 

penjabaran perencanaan jangka 

menengah untuk periode tahunan 

juga wajib dibuat dari pemerintahan 

level desa sampai pusat. Rencana 

kerja tahunan ini akrab disebut RKP 

(Rencana Kerja Pemerintah). RKP 

disusun dan ditetapakan setiap 

tahun, pada tahun berjalan untuk 

pelaksanaan tahun yang akan 

datang. Contoh RKP Desa untuk 

pelaksanaan tahun Anggaran 2025 

harus sudah disahkan dengan 

Peraturan Desa paling lambat 31 

September tahun 2024. 

3. Penjabaran Rencana Kerja 

Pemerintah dalam Anggaran 

dituangkan dalam bentuk Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPBDesa s.d RAPBN), harus 

sudah disyahkan paling lambat akhir 

tahun menjelang awal tahun 

pelaksanaan. 

 Pada awal tahun pemerintah pada 

level desa sampai pusat harus 

mengerjakan dua hal, Pertama, yaitu 

mengerjakan perencanaan yang dibuat 

tahun sebelumnya. Kedua, membuat 

perencanaan untuk tahun yang akan 

datang. Kedua sisi pekerjaan tersebut 

https://www.simpeldesa.com/blog/3-keuntungan-fitur-forum-warga-desa-di-aplikasi-simpeldesa/1188/
https://www.simpeldesa.com/blog/3-keuntungan-fitur-forum-warga-desa-di-aplikasi-simpeldesa/1188/
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dilaksanakan bersamaan pada tahun yang 

sama. Pada kesempatan ini kita akan 

membahas sisi pekerjaan membuat 

perencanaan tahun yang akan datang. 

 Harus diingat bahwa perencanaan 

RKP berjenjang, mulai dari tingkat desa, 

kecamatan, kabupaten, provinsi sampai 

pusat. Jika proses perencanaan terjadi 

keterlambatan, kalau desa baru mulai 

mempersiapkan RKP bulan Juni misalnya, 

RKP di pusat mungkin baru ditetapkan bulan 

Desember, bagaimana penetapan APBN-nya 

bisa sangat terlambat dan berakibat patal 

tergannggunya kalender agenda 

pembangunan. 

 Penyusun RKP untuk menjaring 

aspirasi pada dasarnya dimulai dari desa 

secara berjenjang sampai pemerinah pusat. 

Di desa paling lambat minggu ke-empat 

bulan Januari dilaksanakan musrenbang 

desa. Bulan Februari dilaksanakan 

musrenbang kecamatan. bulan Maret 

musrenbang Kabupaten dan Provinsi 

menyelenggarakan musrenbang di bulan 

April, berakhir dengan musrenbang Nasional 

pada bulan Mei. Jadi musrenbang pada bulan 

Januari ini adalah awal dan menjadi dasar 

penyusunan RKP. 

 Musrenbang merupakan bentuk 

perencanaan partisipatif dari bawah ke atas 

(bottom up planning). Dari sebuah proses yang 

namanya Musrenbang Desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. 

Tentang Musyawarah di Desa akan 

menghasilkan, yaitu : 

1. Terinventarisirnya prioritas kegiatan 

yang akan dilaksankan oleh desa yang 

dibiayai melalui swadaya masyarakat. 

2. Terinventarisirnya prioritas kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh desa yang 

akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa 

(ADD) maupun Dana Desa (DD). 

3. Terinventarisirnya masalah yang 

menjadi persoalan/ kewenangan daerah 

berupa usulan program/kegiatan yang 

akan diajukan pembiayaannya 

melalui APBD kabupaten maupun 

APBD Provinsi. 

 Semua keluaran musrenbang di 

atas dituangkan dalam bentuk 

administrasi tertulis dan dilaporkan ke 

tingkat kecamatan sebagai bahan tindak 

lanjut pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan. 

Pada dasarnya Musrenbang Desa 

dilaksankan dengan tahapan yang terdiri 

dari : 

1. Tahap Persiapan / Pra-

musrenbangdes 

2. Tahap Pelaksanaan dan 

3. Tahap Pasca Pelaksanaan. 

 Setelah selesai musrenbangdes 

dilaksankan TPM menyusun laporan. 

Adapun format dan bentuk administrasi 

yang harus dibuat dan dilaporkan ke 

tingkat kecamatan adalah sebagai 

berikut:  

1. Berita Acara Musrenbang Desa 

2. Surat Mandat Musrenbang Desa 

3. Format Prioritas masalah Musrenbang 

4. Format Prioritas Kegiatan 

Musrenbang 

5. Format Daftar Usulan Musrenbang 

 Selanjutnya, hasil penelitian 

(Sufian Hamim dan Lolita 2019) 

menunjukkan strategi pembangunan 

kontekstual terpadu sektor perkebunan, 

pertanian, peternakan, perikanan dan 

industrialisasi tidak hanya 

diperuntukkan ketahanan pangan 

manusia, akan tetapi juga untuk diolah 

menjadi pakan ternak dan ikan. 

 Perpres Nomor 66 Tahun 2021 

Tentang Ketahanan Pangan Nasional 

mempertegas arah kebijakan Indonesia 

untuk memperkuat ketahanan pangan 

nasional. Sektor petanian menempati 

posisi yang semakin sentral dan  dapat 

memenuhi pangan bagi 273 juta 
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penduduk Indonesia. Pembangunan 

pertanian harus kita seriusi secara detil dan 

berbasis sekala luas, salahsatu sumber 

pendanaan adalah dana desa.  

 Dirjen Perimbangan Keuangan  

menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan 

yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 

secara swakelola dengan menggunakan 

sumber daya/bahan baku lokal, lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 

setempat. Kemendes PDTT telah menetapkan 

Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022  

salahsatunya yaitu pemenuhan kebutuhan 

ketahanan pangan. 

 Hasil penelitian (Eka, dkk, 2021) 

menunjukkan  bahwa organisasi dan 

kelembagaan desa di Desa Baru Kabupaten 

Kampar dalam Permusyawaratan Desa 

kurang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman dalam menjalankan tugas pokok 

serta fungsi organisasi. Sufian Hamim dan 

Lolita (2019) menegaskan penguatan 

kelembagaan desa dalam penyusunan 

perencanaan desa harus memilki data dan 

informasi yang lengkap dan akurat tentang 

potensi sosial dan alam desa sehingga 

mempermudah dalam perumusan rencana 

pembangunan desa.  

 Keith Davis dan John W. Newstrom 

(2002)  membagi indikator kerjasama 

tim  antara lain: (1) Tujuan yang sama, (2) 

Antusiasme, (3) Peran dan tanggung jawab 

yang jelas, (4) Komunikasi yang efektif, (5) 

Resolusi konflik, (6) Pembagian kekuasan, 

dan (7) Keahlian yang dimiliki.  Efektifnya 

suatu Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa diperlukan juga 

kerjasama tim dari semua unsur yang terkait. 

Telah banyak riset membuktikan bahwa 

kerjasama secara kelompok mengarah pada 

efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.  

 Penguatan kelembagaan desa dalam 

penyusunan perencanaan desa harus 

memilki data dan informasi yang lengkap 

dan akurat yang dapat mempermudah 

petugas perencana dalam menyusun dan 

menyiapkan rencana pembangunan desa 

secara efektif (Sufian Hamim, 2024). Data 

dan informasi yang dimaksud dalam 

mendukung penyusunan perencanaan 

pembangunan desa meliputi: (1) 

Penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) 

Organisasi dan tatalaksana pemerintahan 

desa, (3) Keuangan desa, (4) Profil desa 

dan (5) Informasi lain terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pemberdayaan masyarakat.  

 Berdasarkan Siak Hulu Dalam 

Angka 2021, Desa Baru Kecamatan Siak 

Hulu memiliki potensi luas lahan 

Kecamatan yaitu: Tadah  Hujan 125 Ha, 

Pasang Surut 75 Ha, Lahan Basah 1.275 

Ha, Total 1.475 Ha. Luas lahan yang 

sudah digunakan/diperuntukkan : Total 

774 Ha. Apabila luas lahan yang tersedia 

1.475 Ha dikurangi luas lahan yang sudah 

diusahakan maka tersedia lahan seluas 

701 Ha yang belum di garap atau menjadi 

lahan terlantar.  

 Disisi lain jumlah penduduk yang 

menggambarkan angkatan kerja Tahun 

2021 (Siak Hulu Dalam Angka, 2021) : 

Petani 125 orang, Pekebun 95 orang,  

Peternak 88 orang,  Lain-lain 1.152 orang, 

Total 1.460 orang.  Jumlah penduduk 

sebagai angkatan kerja kebanyakan 

pekerja lepas akan produktif, apabila 

anggaran dana desa sebahagiannya 

direncanakan dalam Musrenbang desa 

untuk program dan kegiatan 

pemberdayaan  kelompok-kelompok 

tani, dalam mengusahakan lahan 

terlantar untuk kegiatan usaha ekonomi 

produktif sektor pertanian, maka 

diprediksi akan tercapai  ketahanan 

pangan desa untuk mendukung program 

ketahanan pangan nasional. 

 Berikatan dengan lahan seluas 701 

Ha yang belum di garap atau menjadi 



Syarifah Erma Yuna, et,al. / Publika: JIAP Vol. 11 No. 1 / 2025 146 

 

lahan terlantar dan jumlah penduduk yang 

menggambarkan angkatan kerja di Desa 

Baru, Kebijakan Perpres Nomor 66 Tahun 

2021 Tentang Ketahanan Pangan Nasional, 

Kebijakan  Dirjen Perimbangan Keuangan  

menegaskan pelaksanaan kegiatan yang 

dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara 

swakelola dengan menggunakan sumber 

daya atau bahan baku lokal, lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 

setempat. Selanjutnya kebijakan Kemendes 

PDTT telah menetapkan Permendes Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2022  salahsatunya adalah 

pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan.  

 Penelitian  ini penting dilakukan 

karena organisasi dan kelembagaan desa di 

Desa Baru Kabupaten Kampar dalam 

Permusyawaratan Desa terindikasi kurang 

memiliki pengetahuan dan kerjasama dalam 

menjalankan tugas pokok serta fungsi 

organisasi. Selain dari itu  penyusunan 

perencanaan desa belum memilki data dan 

informasi yang lengkap dan akurat tentang 

potensi sosial dan potensi alam desa yang 

akan memberi petunjuk dalam perumusan 

rencana pembangunan desa.  

 Strategi kerjasama tim musrenbang 

desa tidak saja diperlukan pada Tahap 

Persiapan atau Pra-musrenbang desa, juga 

pada Tahap Pelaksanaan dan  pada Tahap 

Pasca Pelaksanaan. Kerjasama tim 

musrenbang desa di Desa Baru  sangat 

diperlukan, termasuk dengan unsur 

kelembagaan mayarakat yaitu Lembaga Adat 

Melayu Riau yang masih cukup kuat yang 

dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan 

Desa Baru.  

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan menjelaskan strategi 

kerjasama tim perencanaan pembangunan 

desa dalam pengembangan program 

ketahanan pangan di Desa Baru Kabupaten 

Kampar. 

 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi Publik 

Siagian (2011:133) menegaskan 

administrasi publik merupakan 

rangkaian kegiatan atau proses kerjasama 

pada organisasi publik untuk mencapai 

tujuan  yang wujudnya: merencanakan, 

memutuskan, menyusun,  memimpin, 

mengarahkan, membimbing, 

menselaraskan, mengendalikan, 

mengawasi, meyempurnakan dan 

kegiatan-kegiatan semacam itu pada 

suatu organisasi. Organisasi sebagai 

suatu sistem terbuka hasil penelitian 

(Barnard, 1938; Wiener, 1948; Bertalanffy, 

1951) menunjukkan bahwa dapat 

diartikan sebagai suatu kelompok elemen 

yang saling berkaitan dan berhubungan 

dengan lingkungannya.  

Organisasi sebagai sistem 

terbuka,  menurut hasil penelitian  Hicks 

dan Gullet (1987:347) secara umum terdiri 

dari input, proses, output, dan umpan 

balik dari lingkungan.  Oleh karena itu 

kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 

pengertian administrasi dan organisasi 

adalah rangkaian kegiatan penataan 

(Robbins, 2010:155), yang intinya 

pengelolaan atau manajemen (Sufian 

Hamim, 2018). Kemudian Hendry Fayol 

(dalam Sufian dan Indra M.A., 2016: 34) 

membedakan antara prinsip dan unsur 

manajemen. Prinsip–prinsip umum dan 

unsur-unsur manajemen terdiri dari: (1) 

pembagian kerja; (2) otoritas dan 

tanggung jawab, (3) disiplin  (4) kesatuan 

komando, (5) kesatuan pengarahan, (6) 

mengutamakan kepentingan umum dari 

kepentingan perorangan, (7) Upah/gaji,   

(8) sentralisasi, (9) rantai scalar, (10) tata 

tertib, (11) keadilan, (12) stabilitas masa 

jabatan, (13) inisiatif, (14) semangat korps. 

Sedangkan unsur-unsur manajemen 

sebagai fungsi manajemen terdiri dari: 

merencanakan, mengorganisasi, 
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memimpin, mengkoordinasi dan 

mengendalikan. 

W. Taylor  (dalam Sufian dan Indra, 

M.A., 2016: 35)  menegaskan bahwa  Prinsip-

prinsip dasar manajemen yang mendasari 

pendekatan ilmiah terhadap manajemen, 

adalah sebagai berikut: (1) Menggantikan 

cara yang asal-asalan dengan ilmu; (2) 

Mengusahakan keharmonisan dalam 

gerakan kelompok, dan bukannya 

perpecahan; (3) Mencapai kerjasama 

manusia, dan bukannya individualisme yang 

kacau; (4) Bekerja untuk output yang 

maksimum, dan bukannya output yang 

terbatas; (5) Mengembangkan semua pekerja 

sampai taraf yang setinggi-tingginya untuk 

kesejahteraan maksimum mereka sendiri dan 

perusahaan mereka. Setiap kegiatan 

organisasi dituntut adanya suatu manajemen 

yang baik agar kelangsungan hidup 

organisasi dapat terus terjamin. Manajemen 

yang baik merupakan hasil cipta, rasa, karsa, 

pikiran, dan perbuatan manusia yang dapat 

menolong manusia dalam mencapai 

tujuannya. Manajemen yang baik adalah 

hasil pikiran dan karya manusia, sekalipun 

manusia didukung oleh peralatan dan 

keuangan yang memadai, tetapi yang 

menentukan baik buruknya manajemen 

adalah cara berfikir dan bertindak. 

Manajemen adalah seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengordinasian, dan pengawasan  untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan terlebih 

dahulu. 

Menurut Wiliam Dunn (2013;80) ada 

beberapa isu atau permasalahan penting 

yang sering dibahas dalam ilmu administrasi 

dan manajemen publik, antara lain : (1) 

Pelayanan Publik, (2) Motivasi Pelayanan 

Publik, (3) Etika Administrator, (4) 

Akuntabilitas Administrator  Publik, (5) 

MalAdministrasi, (6) Kinerja, (7) Efektivitas. 

Menurut Sufian Hamim (2024) permasalahan 

publik pada intinya bagaimana terjadi 

efisiensi proses dan terciptanya keadilan 

dalam pembangunan  untuk 

kesejahteraan masyarakat.  

Konsep Manajemen Strategis Sektor 

Publik 

Masalah penelitian secara teoritis 

dijelaskan pula dari konsep, teori dan 

pendekatan manajemen strategis dan 

teori pembangunan lainnya yang 

relevan.. Konsep, model dan proses 

manajemen strategis, Hunger dan 

Wheelen (1996), mengemukakan 

manajemen strategis  didefinisikan 

sebagai “that set of managerial decisions and 

actions that determines  the long-run 

performance of a corporation. It includes 

environmental scanning, strategy 

formulation (strategisc or long-range 

planning), strategy implementation, and 

evaluation and control”. Kemudian Sufian 

Hamim (IJICC, 2019) menegaskan  bahwa 

suatu poroses dari manajemen strategis 

sektor publik melibatkan 7  elemen dasar 

yang saling berhubungan: 1) 

environmental scanning, 2) strategy 

formulation, 3) strategy implementation, 4) 

evaluation and control, 5) emergent strategy, 

6) output, and 7) feedback outcome 

environmental. 

Berlandaskan pada konsep, model 

dan proses manajemen strategis sektor 

publik tersebut telah dikembangkan 

melalui berbagai penelitian empirik, 

model yang dikembangkan dapat 

digunakan sebagai kerangka acuan 

dalam  menganalisis, merumuskan dan 

mengimplementasikan suatu strategi dan 

kebijakan publik, sebagaimana pada 

 

Gambar 1. 

Sumber: Sufian Hamim (IJICC, 2019) 

Feed Back Strategy Enveronmental  
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Berdasarkan gambar 1 dijelaskan 

bahwa model manajemen strategis sektor 

publik tersebut di atas adalah suatu model 

manajemen yang sangat  aktual dan 

muktahir, sebelum ada pengembangan 

terbaru dalam menjawab permasalahan 

kesulitan dan bagian dari kelemahan kita 

untuk memprediksi rencana kejadian masa 

depan dan dalam mengakomodir tuntutan 

lingkungan strategis yang setiap saat terus 

selalu berubah. Ada beberapa hal yang kami 

anggap telah dikembangkan dari model 

sebelumnya merupakan pengembangan 

terbaru, antara lain: 

1. Pengamatan lingkungan strategis 

(Environmental Scanning). Mendapatkan 

keunggulan kompetitif dalam jangka 

panjang dan menjawab tuntutan 

lingkungan strategis yang setiap saat 

selalu berubah. Data dan informasi yang 

akurat dan setiap saat selalu dapat 

diakses sebagai bahan pengamatan 

lingkungan strategis (Environmental 

Scanning) harus dijadikan pedoman 

untuk perumusan strategi (Strategy 

Formulation) dan dijadikan pedoman 

pula disaat strategi di implementasikan 

(Strategy Implementation). Dengan 

demikian aktivitas pengumpulan data 

dan informasi yang akurat yang tertuang 

dalam data base adalah suatu prasyarat 

yang mutlak dan dianggap penting. 

Pernyataan ini sebagai tanggapan tegas 

terhadap daerah yang mengabaikan arti 

pentingnya pengembangan 

kelembagaan data dan informasi 

elektronik serta penciptaan sistem data 

base yang dapat menggambarkan 

kondisi riil daerah sesungguhnya yang 

dapat membantu pimpinan dalam 

merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan. 

2. Perumusan strategi (Strategy 

Formulation) adalah merupakan  Visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan adalah bagian 

dari perumusan strategi (Strategy 

Formulation) dan merupakan rencana 

Jangka Panjang, Jangka Menengah 

dan Jangka Pendek sebagai esensi 

yang harus diwujudkan. Visi sebagai 

rencana jangka panjang bukanlah 

sekedar impian yang tidak 

membumi, tetapi sebagai impian 

yang harus menjadi kenyataan.  

3. Implementasi strategi  (Strategy 

Implementation). Evaluasi dan 

pengendalian merupakan fungsi 

pengawasan dijadikan bagian dari 

implementasi strategi dan bukan 

salah satu elemen dasar tersendiri 

dari manajemen strategis. Hal ini 

untuk mengingatkan kita akan 

kekeliruan pemahaman yang selama 

ini kita peraktekkan bahwa sering 

kita melakukan evaluasi dan 

pengendalian setelah kegiatan 

berakhir. Seharusnya evaluasi dan 

pengendalian segera dilakukan 

disaat atau ketika kegiatan telah 

dimulai, untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan dan kerugian yang 

tidak diinginkan. 

4.  Keluaran dan umpan balik (output 

dan outcome) hasil dari proses pencapaian 

tujuan harus dijadikan umpan balik 

melalui proses pengamatan lingkungan 

strategis berikutnya dan  dijadikan 

sebagai landasan untuk perumusan 

strategi dan implementasi strategi 

selanjutnya. Karena itu proses kerja 

manajemen strategis diilustrasikan 

sebagai suatu model yang bergerak siklus 

dan linier sebagai perubahan ke depan 

menuju kepada kondisi yang lebih baik. 

Konsep manajemen strategis 

sektor publik dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

  Pertama, Pengamatan Lingkungan 

Starategis (Strategy Environmental 

Scanning), terdiri dari analisis lingkungan 
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eksternal dan analisis lingkungan internal. 

Analisis lingkungan eksternal ditujukan pada 

variabel-variabel (Opportunitiesand Threats 

Organization) terdiri dari : idiologi, politik, 

ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan 

keamanan. Sedangkan Analisis lingkungan 

internal ditujukan pada variabel (Strengths 

and Weaknesses Organization) terdiri dari : 

struktur oarganisasi, budaya oarganisasi dan 

sumber-sumber daya organisasi, terdiri dari : 

manusia, uang, mesin,  bahan, metode dan 

masyarakat/pasar. 

  Kedua, Perumusan Strategi (Strategy 

Formulation) adalah membangun rencana-

rencana jangka panjang untuk efektivitas 

manajemen dari peluang dan tantangan 

lingkungan organisasi, dalam memperjelas 

dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan 

organisasi, meliputi perumusan visi, misi-

misi, tujuan-tujuan,  strategi-strategi, dan 

kebijakan-kebijakan. Visi adalah tujuan 

mendasar yang ingin dicapai atau 

pembicaraan tentang keberadaan organisasi, 

mau dijadikan apa dan diarahkan kemana.  

Misi organisasi biasanya  menceritakan “Who 

we are and what  we do”. Skop besar misi 

aktivitas organisasi  meliputi banyak tipe dari 

produk dan pelayanan.Tujuanadalah hasil 

atau akibat yang ingin dicapai  dari aktivitas 

rencanajangka panjang, menengah dan 

jangka pendek. Strategi adalahsuatu bentuk 

rencana yang menyeluruh keadaan 

bagaimana organisasi akan menyelesaikan 

atau mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan 

adalah pengaliran dari strategi, memberi 

kebijakan sebagai pedoman umum untuk 

mengambil keputusan dalam proses 

keluaran atau mencapai tujuan organisasi. 

Ketiga, Implementasi Strategi 

(Strategis Implementation) adalah suatu 

proses yang mana kelompok manajemen 

strategis menterjemahkan strategi dan 

kebijakan ke dalam proses tindakan 

implementasi program, anggaran, dan 

prosedur. Programadalah suatu 

pernyataan dari aktivitas atau langkah-

langkah keinginan untuk 

menyelesaikan satu bagian dari 

rencana jangka pendek yang tertuang 

dalam berbagai kegiatan, dan membuat 

strategi tindakan nyata. Anggaran 

adalah  suatu pernyataan atau uraian 

rincian biaya program dan kegiatan, 

yang bermanfaat bagi kelompok 

manajemen strategis dalam  

perencanaan dan pengawasan. 

Prosedur adalah suatu sistem langkah-

langkah berikutnya atau teknik yang 

menguraikan secara rinci terutama 

bagaimana suatu tugas yang 

diserahkan kepada seseorang  atau 

pada suatu bagian untuk dapat 

diselesaikan. 

Evaluasi dan Pengendalian 

adalah suatu proses yang terdiri dari 

beberapa tahap: menetapkan standar 

pekerjaan, membandingkan pekerjaan 

dengan standar dan menentukan 

perbedaannya, jika ada, segera 

mengoreksi penyimpangan yang tidak 

diinginkan melalui tindakan 

penanggulangan. 

Dari uraian penjelasan 

penjabaran mekanisme kerja 

manajemen strategis sektor publik 

tersebut yang dapat dijadikan 

kerangka acuan pembangunan 

nasional dan daerah, suka atau tidak 

suka sadar atau tidak sadar kita setiap 

saat dalam beraktivitas sehari-hari 

telah melaluinya. Hanya saja tingkat 

pemahaman dan pelaksanaannya jelas 

berbeda.  Katakanlah ketika kita 

menyusun atau merumuskan dan 

mengimlementasikan Pola Dasar 

Pembangunan Daerah (POLDA), Visi 

Daerah,  Rencana Satrategis Daerah 

(RENSTRADA) atau Perencanaan 

Pembangunan Jangka Panjang (PPJP) 

Daerah, menyusun Program 

Pembangunan Daerah (PROPEDA),  
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dan  Penyusunan dan Pelaksanaan 

Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) 

yang berbasis kinerja, sebenarnya kita telah 

menggunakan konsep dan model 

manajemen strategis ini. Hanya saja tingkat 

kebenaran dan keakuratannya belum 

optimal sebagaimana yang diharapkan. 

Konsep Pengembangan Usaha Pertanian 

Pedesaan 

Dalam kerangka pembangunan 

nasional, pembangunan yang 

memberdayakan masyarakat pedesaan harus 

menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab 

bersama. Membangun masyarakat pedesaan 

berarti juga membangun mayoritas 

penduduk Indonesia. Selain memiliki potensi 

sumber daya manusia, daerah pedesaan juga 

memiliki potensi sumber daya alam. 

Pendekatan pembangunan yang 

berlandaskan pada kepentingan masyarakat 

dengan berpedoman pada kondisi internal 

dan eksternal merupakan faktor kunci 

keberhasilan, meliputi potensi, kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang 

tidak dapat diabaikan. 

Strategi dan kebijakan pembangunan 

yang tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat dan potensi yang ada di 

pedesaan tentu saja tidak efisien, mengingat 

pada kenyataannya daerah pedesaan di 

Indonesia memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda antara desa yang satu dengan 

desa yang lainnya. 

Sebagaimana telah dijelaskan, 

rencana dan program pengembangan sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan, perindustrian, pariwisata, 

perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya, 

harus disesuaikan dengan potensi sosial dan 

alam setempat di desa dan didukung oleh 

pengusaha besar, kemudian dikaitkan 

dengan peluang pasar lokal, regional, 

nasional, dan internasional. Untuk 

mewujudkan rencana dan program tersebut, 

diperlukan dukungan dana dan sumber 

daya manusia dari berbagai pihak: 

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, 

Perusahaan Besar, Perbankan, Balai 

Pelatihan, Koperasi, BUMDES, LSM dan 

sebagainya dalam rangka 

pengembangan masyarakat petani dan 

nelayan di pedesaan. 

Ada beberapa hal penting yang 

harus dianalisa dalam mengembangkan 

usaha di desa agar dapat mengatasi 

permasalahan kemiskinan dan 

kebodohan (Sufian H., 2020), 

diantaranya: 

1. Bagaimana potensi alam dan sosial 

suatu masyarakat atau desa? Jenis 

usaha apa yang perlu dikembangkan 

terkait potensi alam dan sosial 

masyarakat atau desa setempat yang 

dikaitkan dengan peluang pasar? 

2. Bagaimana seharusnya bimbingan 

diberikan kepada petani atau 

masyarakat miskin dalam kegiatan 

bisnis mereka? 

3. Bagaimana mengoptimalkan 

dukungan dana dari Pemerintah 

Daerah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat agar pemanfaatan 

dananya tidak bersifat konsumtif, 

namun bernilai ganda dalam rangka 

penyediaan modal kerja, 

pengembangan sumber daya 

manusia petani dan penerapan 

teknologi pertanian. 

Dari potensi, kelemahan, peluang 

dan tantangan pengembangan usaha 

masyarakat di desa di atas, apabila dikaji 

karakteristik pengembangan usaha di 

Kampar Riau dapat berupa pembukaan 

usaha perkebunan secara besar-besaran 

dengan kebijakan redistribusi aset 

kepada petani dan nelayan yang 

dilandasi oleh dukungan kerjasama 

antara pemerintah , swasta dan 
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masyarakat serta pertimbangan karakteristik 

potensi alam dan orientasi pasar . 

Salah satu strategi yang diterapkan 

adalah seluruh kegiatan perkebunan dan 

pertanian dipusatkan pada KUD sebagai 

pusat lembaga ekonomi dan seluruh peserta 

program wajib menjadi anggota. Hal ini 

merupakan proses pemberdayaan 

masyarakat. Dimana pada suatu saat 

masyarakat mampu mengelola usahanya, 

maka KUD beserta asetnya akan diserahkan. 

Hal ini berdasarkan konsep (Sufian Hamim, 

2020) bahwa pemberdayaan masyarakat 

akan terjadi apabila: 

1. Dalam kurun waktu tertentu, 

masyarakat harus mampu bekerja 

secara mandiri; 

2. Pada tahap awal dilakukan pemberian 

modal dan pembinaan; Pemerintah, 

Perguruan Tinggi, Pengusaha 

(investor) dan LSM, berperan sebagai 

agen perubahan atau pembangunan 

dengan menyediakan kebutuhan 

usaha masyarakat, berupa: 

a. investasi dan modal kerja gratis 

atau kredit lunak tanpa bunga; 

b. Bantuan dan penyediaan 

mekanisasi pertanian, teknologi 

(benih unggul, pupuk, pestisida, 

dan lain-lain, yang dibutuhkan 

petani ); 

c. Ahli sebagai 

pelatih/pendamping; 

d. Membantu proses pembentukan 

Lembaga/Organisasi Ekonomi 

berbentuk KUD; 

e. Memberikan pelatihan dan 

keterampilan gratis; 

f. Memberikan motivasi dan etos 

kerja; 

g. Membantu memasarkan hasil 

produksi. 

h. Pemerintah, perguruan tinggi 

dan LSM berkewajiban 

menjembatani pola kemitraan 

yang saling menguntungkan 

antara petani dengan 

pengusaha perkebunan, 

tanaman pangan, dan 

perikanan, petani sebagai 

pelaksana pengadaan bahan 

baku dan perusahaan 

penyedia pabrik pengolahan 

agroindustri. 

Beberapa strategi 

pembangunan perdesaan diperlukan 

untuk ketahanan pangan (Sufian Lolita, 

2020) antara lain perlunya keterpaduan 

dan saling dukung pembangunan 

seluruh sektor perkebunan, pertanian, 

peternakan, perikanan dan 

industrialisasi, hulu dan hilir yang 

terpadu dalam satu kesatuan pusat 

pengembangan wilayah pembangunan 

dengan manajemen pembangunan 

yang strategis, terpadu dan holistik. 

Penguatan manajemen produksi, 

proses dan pemasaran hasil. Setelah 

pasca panen, petani juga diharapkan 

mampu melakukan usaha pasca panen 

dengan proses pengemasan dan 

pengolahan produk lebih lanjut, seperti 

pakan ternak dan pakan ikan, sehingga 

lebih ekonomis dan bernilai tambah. 

Konsep Kerjasama Tim Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa 

Salah satu permasalahan yang 

sering muncul ketika pembangunan 

daerah menjadi prioritas dan ketika 

otonomi daerah menjadi suatu 

keharusan adalah “masalah interaksi” 

antar instansi dan antar Daerah 

Otonom itu sendiri. Selama ini, karena 

karakteristik strategi pembangunan 

yang bersifat “Executive Planning”, 

instansi yang membuat rencana dan 

kebijakan pembangunan cenderung 

mengembangkan jalur vertikal , daripada 

mengembangkan koordinasi 

horizontal antar instansi atau antar 

pemerintahan yang setingkat. 
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Pemerintah Kota cenderung lebih 

suka membangun hubungan ke atas 

(Pemerintah Pusat) atau ke bawah 

(Pemerintah Kecamatan) di wilayahnya. 

Sementara hubungan horizontal antar 

Pemerintah Kabupaten/Kota sering kali 

terabaikan. Padahal, dalam berbagai 

kegiatan pembangunan, banyak contoh 

yang menunjukkan bahwa 

Kabupaten/Kota sering kali tidak dapat 

berjalan sendiri. Artinya, agar 

pembangunan di suatu Daerah dapat 

berlangsung optimal, maka Daerah yang 

bersangkutan memerlukan hubungan 

yang strategis dengan daerah lain, 

khususnya yang berada di satu daerah. 

Sehingga potensi masing-masing daerah 

dapat saling mendukung untuk kemajuan 

bersama. 

Demi efektifitas suatu Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa, 

diperlukan adanya kerjasama tim yang 

terkait. Kerjasama yang dilakukan oleh 

suatu tim lebih efektif daripada bekerja 

secara individu. Menurut West (dalam 

Hatta, 2017) telah banyak penelitian yang 

membuktikan bahwa kerjasama kelompok 

mengarah pada efisiensi dan efektivitas 

yang lebih baik dan hal ini sangat berbeda 

dengan pekerjaan yang dilakukan secara 

individu. Menurut Andrew Carnegie 

(dalam Kaswan, 2017) kerjasama tim 

merupakan kemampuan untuk bekerja 

sama guna mencapai visi bersama. 

Kemampuan untuk mengarahkan 

pencapaian individu ke arah tujuan 

organisasi. Kerjasama tim merupakan 

bahan bakar yang memungkinkan orang-

orang biasa untuk mencapai hasil yang luar 

biasa. Selain itu, menurut New American 

Webster’s Dictionary , kerjasama tim tidak 

ada bedanya dengan kolaborasi . 

Oleh karena itu, kata kerja tim atau 

kerja sama tim dan kolaborasi digunakan 

secara bergantian. Menurut Linden (dalam 

Kaswan, 2017) hakikat kolaborasi 

ditunjukkan oleh kata itu sendiri. 

Kolaborasi adalah tentang kerja sama 

atau kerjasama, tentang usaha bersama 

atau usaha bersama dan kepemilikan 

atau kepemilikan. Kolaborasi terjadi 

ketika orang-orang dari berbagai 

organisasi (unit dalam suatu 

organisasi) menghasilkan sesuatu 

bersama-sama melalui usaha, sumber 

daya, dan pengambilan keputusan 

bersama, serta berbagi kepemilikan 

atas produk atau layanan akhir. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Bachtiar (dalam Hatta, 2017) kerja sama 

merupakan sinergi kekuatan beberapa 

orang dalam mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan. Kerja sama akan 

menyatukan kekuatan ide-ide yang 

mengarah pada keberhasilan. 

Menurut Manzoor (dalam 

Devina, 2018) kerja sama tim 

merupakan sekumpulan individu yang 

saling bergantung pada tugas dan 

bertanggung jawab bersama terhadap 

hasil yang diperoleh. Menurut Sriyono 

dan Farida (dalam Devina, 2018) kerja 

sama tim merupakan suatu kegiatan 

yang dikelola dan dilakukan oleh 

sekelompok orang yang tergabung 

dalam satu organisasi. Sedangkan 

Harris dan Harris (dalam Safitri, 2012) 

menjelaskan bahwa suatu tim memiliki 

tujuan atau sasaran bersama yang 

mana anggota tim dapat 

mengembangkan efektivitas dan 

hubungan timbal balik untuk mencapai 

tujuan tim. 

Menurut Ancona dan Caldwell 

(dalam Aldi, 2003) kerja sama tim 

terdiri dari berbagai fungsi yang 

disatukan dalam satu pemimpin untuk 

melakukan sesuatu yang mendukung 

keseluruhan kegiatan organisasi. Kerja 

sama juga dapat merangsang seseorang 

untuk memberikan kontribusi bagi 

kelompoknya, sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh Davis (dalam Hatta, 

2017) bahwa kerja sama merupakan 

keterlibatan mental dan emosional orang-

orang dalam suatu situasi kelompok yang 

mendorong mereka untuk memberikan 

kontribusi terhadap tujuan kelompok atau 

berbagai tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan. 

Keith Davis dan John W. Newstrom 

(2002)  membagi indikator kerjasama 

tim  antara lain: (1) Tujuan yang sama, (2) 

Antusiasme, (3) Peran dan tanggung jawab 

yang jelas, (4) Komunikasi yang efektif, (5) 

Resolusi konflik, (6) Pembagian kekuasan, 

dan (7) Keahlian yang dimiliki. 

Konsep Operasional Penelitian 

   Berdasarkan kajian kepustakaan 

maka konsep operasional variabel dan 

indikator dalam penelitian adalah  : 

1. Strategi Kerjasama Tim Musrenbang 

Desa adalah proses rangkaian pilihan 

keputusan oleh Tim perencana yang 

terkait dalam perumusan dokumen 

Perencanaan Pembangunan Desa yang 

bersumber dari Dana Desa (DD) untuk 

memutuskan perumusan Tujuan dan 

Sasaran Rencana Kerja Tahunan, 

Pelaksana Kegiatan, Waktu Kegiatan, 

Tempat dan Lokasi Kegiatan, Prosedur 

Kegiatan, dan Anggaran Kegiatan. 

 

2. Kerjasama Tim Musrenbangdes adalah 

kemampuan bekerjasama mencapai visi 

bersama. Kemampuan mengarahkan 

pencapaian individual terhadap tujuan 

organisasi. Sekelompok orang dengan 

kemampuan, talenta, pengalaman dan 

latar belakang yang berbeda yang 

berkumpul bersama-sama untuk 

mencapai satu tujuan. Kumpulan 

individu yang saling bergantung pada 

tugas dan bersama-sama 

bertanggungjawab atas hasil yang 

diperoleh. Indikator Kerjasama Tim 

yaitu: (1) Tujuan yang sama, (2) 

Antusiasme, (3) Peran dan tanggung 

jawab yang jelas, (4) Komunikasi 

yang efektif, (5) Resolusi konflik 

(kesepakatan dalam menyelesaikan 

konflik), (6) Share power (pembagian 

kekuasan), dan (7) Keahlian yang 

dimiliki. 

3. Tujuan yang sama adalah setiap 

anggota Tim menyadari bahwa 

mereka memiliki kepentingan yang 

sama, memiliki pengetahuan yang 

cukup, adanya kesadaran atas diri 

sendiri untuk memenuhi 

kepentingan tersebut.  

4. Antusiasme adalah setiap anggota 

Tim Memiliki Inisiatif, Memiliki 

Integritas, Tidak Menyukai 

Drama/Sandiwara, dan Aktif 

Mengikuti Proses. 

5. Peran dan tanggung jawab yang jelas 

adalah setiap anggota Tim 

berkomitmen melaksanakan 

tupoksi, berperilaku positif, 

kesungguhan, dan Menerima 

Resiko. 

6. Komunikasi yang efektif adalah 

setiap anggota Tim mampu 

Membangun Suasana Hangat, 

Terlibat Aktif dengan Minat 

Orang, Dapat Dipercaya, Bicara 

dengan Bahasa Dimengerti, 

Gunakan Gerakan dengan Baik. 

7. Resolusi konflik adalah setiap 

anggota Tim ada kesepakatan 

menyelesaikan konflik,  tindakan 

mengurai suatu permasalahan, 

menggagas ide pemecahan 

masalah, penghapusan atau 

penghilangan permasalahan. 

8. Share power (pembagian 

kekuasaan) adalah setiap anggota 
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Tim mendapatkan Tupoksi dan 

Peranan yang jelas, pembagian 

kekuasaan sesuai minat/keahlian, 

dan menjadi bahagian keseluruhan. 

9. Keahlian yang dimiliki adalah setiap 

anggota Tim memiliki ilmu 

pengetahuan umum, pengalaman, 

dan keterampilan yang berkaitan 

dengan Tupoksi. 

 

Metode 

 Sifat penelitian adalah penelitian  

kualitatif, dengan jenis deskriptif analitis. 

Penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan berupa hasil wawancara, gambar 

peristiwa dan hasil pengamatan berupa 

catatan peristiwa dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati dari fenomena yang 

terjadi, informasi diperoleh dari reponden, 

informan dan dari peneliti itu sendiri.  

 Penelitian ini berlokasi di Desa Baru 

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

Desa ini menjadi pilihan karena memiliki 

Lembaga Adat Melayu Riau yang masih 

cukup kuat diharapkan mampu memberi 

kontribusi aspirasi dan partisipasi 

masyarakat dalam program pembangunan 

ketahanan pangan, selain juga memiliki 

lahan terlantar dan marginal yang cukup 

luas yang cocok untuk tanaman pangan.  

 Populasi penelitian kelompok 

Responden adalah seluruh Tim  yang 

melaksanakan Tugas, Fungsi dan 

Kewenangan pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa di Desa 

Baru Kecamatan Siak Hulu yaitu Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan 

Kantor Desa, Staf Kantor Desa, Kepala 

Dusun,  Ketua dan Anggota BPD, Ketua 

dan Anggota LPM,  Perwakilan Lembaga 

Adat, dan Perwakilan Pengurus  BUMDes. 

Kelompok Informan adalah Camat sebagai 

koordinator dan pembinaan wilayah,  

Anggota Masyarakat yang tidak ikut 

Musrenbang desa, Akademisi 

Pengamat Pembangunan Desa, dan 

Wartawan Media Massa atau Media 

Sosial. Jumlah Informan ditentukan 

dengan teknik purposive sampling 

(berdasarkan maksud dan tujuan 

penelitian). 

  Jenis dan sumber data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah: Data Primer yaitu data yang 

diolah peneliti yang diperoleh langsung 

dari informan  berkaitan tentang item 

penilaian indikator dan variabel 

penelitian kerjasama Tim musyawarah 

perencanaan pembangunan desa. 

Dalam pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik seperti 

Observasi, Dokumentasi dan 

Wawancara Terpimpin. 

 Analisis data dilakukan secara 

kualitatif. Data kualitatif disajikan 

dalam bentuk hasil wawancara, catatan 

peristiwa sebagai hasil pengamatan, 

foto, vidio dan audio peristiwa.  

Analisis kualitatif  dilakukan juga 

dengan triangulasi  yaitu usaha 

mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda 

dengan cara mengurangi sebanyak 

mungkin bias yang terjadi pada saat 

pengumpulan dan nalisis data. Data 

primer  kualitatif  dilengkapi pula 

dengan data sekunder untuk di 

crosscheck dan di triangulasi, kemudian 

dianalisis  peristiwa faktual yang 

didukung data tersebut apakah ada 

persamaan atau perbedaan dengan 

teori dan hasil penelitian publikasi 

jurnal di studi pustaka untuk 

menentukan sikap ilmiah peneliti 

untuk menarik suatu kesimpulan.  
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Hasil dan Pembahasan 

 Kerjasama Tim Musrenbangdes 

adalah kemampuan bekerja sama 

mencapai visi bersama. Kemampuan 

mengarahkan pencapaian individual 

terhadap tujuan organisasi. Sekelompok 

orang dengan kemampuan, talenta, 

pengalaman dan latar belakang yang 

berbeda yang berkumpul bersama-sama 

untuk mencapai satu tujuan. Kumpulan 

individu yang saling bergantung pada 

tugas dan bersama-sama 

bertanggungjawab atas hasil yang 

diperoleh. Indikator Kerjasama Tim yaitu: 

(1) Tujuan yang sama, (2) Antusiasme, (3) 

Peran dan tanggung jawab yang jelas, (4) 

Komunikasi yang efektif, (5) Resolusi 

konflik (kesepakatan dalam 

menyelesaikan konflik), (6) Share power 

(pembagian kekuasan), dan (7) Keahlian 

yang dimiliki. 

1. Tujuan yang Sama 

 Tujuan yang sama adalah setiap 

anggota tim perencanaan menyadari 

bahwa mereka memiliki kepentingan 

yang sama, memiliki pengetahuan yang 

cukup, adanya kesadaran atas diri sendiri 

untuk memenuhi kepentingan tersebut. 

 Dari hasil beberapa wawancara 

dapat dianalisis bahwa setiap anggota 

Tim Musrenbangdes menyadari mereka 

memiliki salahsatu tujuan yang sama 

yaitu diperlukan membangun ketahanan 

pangan untuk kesejahteraan dan 

menambah penghasilan masyarakat dan 

juga untuk terbukanya lapangan kerja.  

Namun permodalan usaha pangan dari 

sumber APBDes kurang tersedia untuk 

itu. APBDes telah diperioritaskan Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa gaji 

dan biaya operasional pemerintahan desa, 

dan Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastrutur desa.  

 Desa baru ini memiliki potensi 

untuk dikembangkan untuk pangan, 

semua Tim Musrenbangdesa sangat 

mendukung jika ada permodalan, 

termasuk alokasi dari APBDes. 

Sebaiknya pemerintahan desa jangan 

hanya bergantung pada dana bantuan 

transfer dari Pemerintah Pusat, 

diperlukan  penggalian sumber PAD 

Desa sendiri. Tim musyawarah 

merekomendasikan perlu  

membentuk kelompok tani dan usaha 

Koperasi Desa, kemudian lakukan 

pembinaan dari instansi terkait untuk 

usaha tani dengan permodalan dari 

sumber lain kredit KUR BRI, dan 

kerjasama kemitraan dana CSR 

Perusahaan. Di Desa Baru ini cukup 

banyak perusahaan sebagai kawasan 

industri. Selain itu dicoba juga 

mencari sumber dana sosial dan 

keagamaan dari BAZNAS, dan lain 

lain. 

 Saat ini permodalan usaha 

pangan dari sumber APBDes kurang 

tersedia untuk itu. diperlukan  untuk 

penambahan modal BUMDES  Desa. 

Banyak masyarakat yang ingin 

mengajukan pinjaman modal usaha 

termasuk bertani. Namun hasil dalam 

Musrenbangdes pihak pemerintahan 

saat ini belum memproritaskan 

penambahan dana modal BUMDES. 

Diperlukan pembinaan para ahli 

untuk menungkatkan keterampilan 

masyarakat untuk tanaman pangan. 

Sebelumnya  pernah dicoba memodali 

tambak ikan, hasilnya gagal.  Desa 

baru ini memiliki potensi untuk 

dikembangkan untuk pangan karna, 

lahan non produktif masih cukup 

luas.  

 Jika suatu desa ingin memiliki 

produktivitas dan daya saing dalam 

program ketahanan pangan, maka 

diperlukan strategi keterpaduan dan 

saling mengisi pembangunan semua 
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sektor perkebunan, pertanian, 

peternakan, perikanan dan 

industrialisasi, hulu dan hilirisasi yang 

terintegrasi ke dalam suatu pusat 

pengembangan kawasan, terintegrasi dan 

holistik. Setelah pasca panen petani 

diharapkan juga mampu melaksanakan 

usaha pasca panen dengan proses 

kemasan dan pengolahan produk 

lanjutan, misalnya pakan ternak dan 

pakan ikan, sehingga lebih ekonomis dan 

memiliki nilai tambah. 

 Analisis tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian (Fajar Eko, dkk, 2018) 

menegaskan bahwa masih terdapat 

beberapa kelemahan dalam perencanaan 

strategis di sektor publik 

seperti: kesalahan dalam penetapan 

tujuan; kesulitan dalam memprediksi 

masa depan; proses perencanaan 

partisipatif yang kurang 

strategis; kesulitan dalam merumuskan 

indikator kinerja yang sistematis dan 

berjenjang; kesulitan dalam mengukur 

kinerja dampak dan manfaat; dan 

kesulitan dalam penentuan prioritas 

dalam pemograman dan penganggaran. 

 Di Desa Baru kurang 

mempersiapkan data base dan tenaga 

pendamping Musrenbangdes dalam 

perumusan rencana kegiatan dan 

anggaran, dengan demikian rencana yang 

dirumuskan belum kontekstual 

mendekati potensi alam dan sosial 

sebenarnya,  kurang aspiratif  dan  rendah 

partisipasi masyarakat. 

 Hasil penelitian  (John M. Bryson, 

Lauren Hamilton Edwards & David M. 

Van Slyke, 2018) menegaskan bahwa 

perencanaan strategis sektor publik 

bukanlah satu hal, melainkan seperangkat 

konsep, prosedur, alat, dan praktik yang 

harus diterapkan secara sensitif dan 

dalam situasi tertentu jika manfaat yang 

diperkirakan dari perencanaan strategis 

dapat tercapai  untuk direalisasikan. 

Dimasa yang akan datang Tim 

Musrenbangdes perlu 

mempersiapkan data dan informasi  

dan perlu pendampingan yang 

memberi masukan terutama 

akademisi, mulai dari 

mempersiapkan, melaksanakan 

sampai pasca musrenbangdes, 

sehingga tujuan pembangunan lebih 

mendekati potensi alam dan sosial 

sebenarnya, antara lain 

mengakomodir  aspirasi 

pengembangan program ketahanan 

pangan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat.  

 

2. Antusiasme 

 Antusiasme adalah setiap 

anggota Tim Perencanaan Memiliki 

Inisiatif, Memiliki Integritas, Tidak 

Menyukai Drama atau Sandiwara, 

dan Aktif  Mengikuti Proses. 

Dari beberapa hasil wawancara dapat 

dianalisis bahwa setiap anggota Tim 

Musrenbangdes Desa Baru terlihat 

kurang berinisiatif, meskipun tetap  

berintegritas, bersemangat, dan aktif  

mengikuti proses. Namun dalam 

musyawarah mereka kurang memiliki 

pengetahuan dan waktu pembahasan  

yang cukup berkaitan dengan 

program bemberdayaan masyarakat 

khususnya kegiatan kelompok usaha 

pangan.  

Pengurus Lembaga Adat atau Nenik 

Mamak, diundang hanya ketika 

pelaksanaan Musrenbangdes, 

memang diberi kesempatan untuk 

menyampaikan pandangan dan 

saran, namun karena tidak dilibatkan 

dari awal terutama bersama TPM 

mempersiapkan Musrenbangdes, 

maka tentu masukan lembaga adat 

tidak dapat maksimal. 

 Mengenai inisiatif  dan  

semangat Tim  mengikuti  proses, 
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sangat berkaitan dengan motivasi dan 

sejauhmana aspirasi mereka tertampung 

dalam Musrenbangdes. Jika aspirasi 

mereka kurang di dengar tentu anggota 

Tim Musyawarah akan kurang 

bersemangat. Sering partisipasi 

masyarakat dalam Musrenbangdes hanya 

diminta memberi masukan atau saran 

pada proses musyawarah perencanaan, 

tetapi secara fisik kurang terlibat, 

terutama dalam pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan. 

 Analisis tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian (Eilola, Salla, Niina 

Käyhkö, Andrew Ferdinands, 2019) 

menegaskan bahwa metode pemetaan 

partisipatif dengan gambar georeferensi 

adalah alat yang ampuh untuk 

menangkap pengetahuan spasial lokal 

dari berbagai pemangku kepentingan dan 

meningkatkan kualitas dan kepercayaan 

dalam perencanaan tata ruang. Sebagai 

bantuan visual, gambar georeferensi 

mendukung pertimbangan dan 

pemeriksaan lanskap secara rinci, 

meningkatkan pemahaman spasial dan 

pembelajaran tentang lanskap desa. 

Selain menghasilkan data spasial lokal, 

menunjukkan bahwa metode geospasial 

partisipatif mendukung kapasitas 

pengambilan keputusan peserta, yang 

penting untuk efektivitas metode dalam 

proses perencanaan penggunaan lahan 

formal. 

 Kenyataannya Musrenbangdes 

Desa Baru kurang melibatkan akademisi, 

dan lembaga adat dalam Musrenbangdes. 

Dimasa akan datang  perlu kerjasama tim 

untuk perencanaan pembangunan 

kontekstual, partisipatif dan aspiratif dari 

tenaga pendamping desa, tokoh agama, 

akademisi, dan lembaga adat pada 

persiapan, pelaksanaan dan pasca 

pelaksanaan Musrenbangdes Desa Baru. 

 

3. Peran dan Tanggung Jawab yang 

Jelas 

 Peran dan tanggung jawab yang 

jelas adalah setiap anggota Tim 

Perencanaan berkomitmen 

melaksanakan tupoksi, berperilaku 

positif, kesungguhan, dan Menerima 

Resiko. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat 

dianalisis bahwa  tidak semua 

anggota Tim Musrenbangdes sudah 

berperan dan bertanggung jawab 

yang jelas berkomitmen 

melaksanakan tupoksi, berperilaku 

positif, berkesungguhan, dan mau 

menerima resiko. Karena sebahagian 

peserta terutama tokoh-tokoh kunci 

yang mewakili lembaga adat, agama, 

pemuda, wanita, BUMDES sejak TIM 

TPM dibentuk tidak diajak dalam 

rembug mempersiapkan draf 

dokumen perencanaan. Peserta 

Musrenbangdes kebanyakan SDM 

nya hanya cukup baik dan rendah 

tentu perlu Tim pendamping 

akademisi dan instansi terkait sejak 

awal Tim di bentuk. TPM perlu waktu 

dan persiapan untuk menyusun draf 

Prioritas rencana kegiatan apa yang 

menjadi perioritas, sehingga ketika 

Musrenbangdes kemudian 

merasionalisasi atau menyesuaikan 

dengan kemampuan anggaran.serta 

memperioritaskan pada program 

yang produktif, seperti usaha 

ketahanan pangan. 

 Sejalan dengan hasil penelitian 

(Andi Ariadi, 2019) menegaskan 

bahwa  perenacanaan pembangunana 

desa perlu melibatkan  unsur 

masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya desa dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan desa. 

Arah kebijakan keuangan Desa dan 

program prioritas kewilayahan, yang 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618312039#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618312039#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618312039#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618312039#!
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disertai dengan rencana kerja. 

 

4. Komunikasi yang Efektif 

 Komunikasi yang efektif adalah 

setiap anggota Tim Perencanaan mampu 

Membangun Suasana Hangat, Terlibat 

Aktif dengan Minat Orang, Dapat 

Dipercaya, Bicara dengan Bahasa 

Dimengerti, Gunakan Gerakan dengan 

Baik. 

 Dari beberapa hasil wawancara 

dapat dianalisis bahwa tidak setiap 

anggota Tim Musrenbangdes Desa Baru 

telah berkomunikasi yang efektif  yaitu 

mampu Membangun Suasana Hangat, 

Bicara dengan Bahasa Dimengerti,  dan 

Terlibat Aktif dengan Minat Orang. 

Sebahagian besar peserta hanya 

mendengar dan pasif. Dalam hal ini dapat 

dinyatakan pihak Kepala Desa dan 

perangkat Desa (eksekutif) yang lebih 

aktif berkomunikasi. Karena kebanyakan 

peserta kurang memahami konsep 

pembangunan, maka mereka hanya 

menyampaikan apa yang menjadi 

kebutuhan dusun atau RT dan RW 

mereka belum berfikir secara 

komperehensif total untuk kepentingan 

desa keseluruhan. 

 Memang diakui musyawarah 

waktunya sangat terbatas, dari peserta 

yang hadir diundang sebanyak 163 orang, 

tidak semua diberi kesempatan untuk 

berbicara hanya sistem perwakilan, 

karena waktu diskusi Musrenbangdes 

hanya 90 menit. Sejalan dengan hasil 

penelitian (Muhammad Badri, 2016) 

menunjukkan bahwa:  

 

1)  adanya kritik atas praktik 

pembangunan perdesaan yang 

cenderung top down,   

2)  Paradigma pembangunan pedesaan 

yang dijalankan berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dengan mengoptimalkan aplikasi 

sistem informasi desa dan internet 

pedesaan;  

3) Permasalahan pengembangan TIK 

berkaitan dengan rendahnya 

infrastruktur TIK di pedesaan dan 

kapasitas masyarakat dalam 

pembangunan yang diselesaikan 

dengan strategi pelatihan dan 

pendampingan;  

4) Media komunikasi pedesaan yang 

dikembangkan sebaiknya adalah 

website desa dengan domain 

desa.id.com, dan interkoneksi desa. 

 Musrenbangdes Desa Baru 

Kampar membutuhkan dukungan 

Teknologi Informasi  Komunikasi 

(TIK) dengan mengoptimalkan 

aplikasi sistem informasi desa dan 

internet pedesaan, berkaitan dengan 

rendahnya infrastruktur TIK di 

pedesaan dan kapasitas masyarakat 

dalam pembangunan yang 

diselesaikan dengan strategi pelatihan 

dan pendampingan. Dengan 

demikian media komunikasi 

pedesaan yang dikembangkan adalah 

website desa dengan domain 

desa.id.com, dan interkoneksi desa. 

 Ada baiknya ke depan waktu 

Musrenbangdes dialokasikan dua hari 

penuh, dan peserta diberi uang 

pengganti selama 2 hari tidak bekerja. 

Masa 2 hari setelah hari pertama 

pembukaan dan penyampaian draf 

hasil TIM TPM, kemudian 

membentuk komisi atau pokja dibagi 

kepada beberapa bidang 

pembangunan, untuk dibahas dan 

kemudian disampaikan untuk 

didiskusikan pada hari kedua. 

 

5. Resolusi Konflik 

 Resolusi konflik adalah setiap 

anggota Tim Perencanaan ada 

kesepakatan menyelesaikan konflik,  

tindakan mengurai suatu 
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permasalahan, menggagas ide 

pemecahan masalah, penghapusan atau 

penghilangan permasalahan. 

 Dari beberapa hasil wawancara 

dapat dianalisis bahwa ada perbedaan 

pandangan tentang usulan untuk 

meningkatkan anggaran  program 

pemberdayaan masyarakat, antara pihak 

eksekutif dengan peserta lainnya. Hal ini 

diperlihatkan dari keputusan akhir  

perioritas anggaran belanja APBDes 

sejumlah Rp 2.358.102.868,00.lebih besar 

direncanakan daan diputuskan  untuk 

belanja rutin dan belanja pegawai. 

Dengan alokasi Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Rp 757.792.668,00 (32 

%), Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastruktut Desa   Rp 847.023.450,00 (36 

%). Sedangkan Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa   Rp 80.157.600,00 

(3 %), Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa hanya Rp 122.574.000,00 (5 %) dan 

dana  Pembiayaan BUMDES Rp 

36.544.850,00 (2 %), bahkan  dana untuk 

pemberdayaan masyarakat bidang 

ketahanan pangan dari alokasi Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya 

Rp 50.000.000,00 untuk kelompok tambak 

ikan.  

 Dari perioritas RKPDes tersebut 

memperlihatkan bahwa pada dasarnya 

masyarakat menginginkan peningkatan 

anggaran pemberdayaan masyarakat, 

namun pihak pemerintah desa selalu 

menginginkan memenuhi dulu biaya gaji 

dan operasional Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan pembangunan 

infrastruktur. Ini menggambarkan bahwa 

tarik menarik dua kelompok kepentingan 

anatara masyarakat dengan pemerintah 

desa terus terjadi. Dalam hal ini karena 

BPD memiliki kepentingan besaran 

jumlah gaji dan operasional mereka ada di 

APBDes maka mereka lebih terbawa ikut 

pihak pemerintah Desa. 

 Analisis tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian (Mariano 

Werenfridus, Zainul Rahman,  dan 

Krishno Hadi, 2021) menegaskan 

bahwa  ketiga fungsi BPD 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, menunjukkan 

bahwa pelaksanaan fungsi BPD di 

Desa Donowarih kurang efektif 

disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain: komposisi sumber daya 

manusia, fasilitas penunjang kegiatan 

BPD, pembedaan pekerjaan utama 

setiap anggota BPD, Pimpinan BPD, 

dan minimnya tunjangan yang 

diterima anggota BPD. Oleh karena 

itu, pelaksanaan fungsi BPD di Desa 

kurang maksimal.  

 

6. Share Power (Pembagian 

Kekuasaan) 

 Share power (pembagian 

kekuasaan) adalah setiap anggota Tim 

Perencanaan mendapatkan Tupoksi 

dan Peranan yang jelas, pembagian 

kekuasaan sesuai minat/keahlian, dan 

menjadi bahagian keseluruhan. 

Dari beberapa hasil wawancara dapat 

dianalisis bahwa tidak setiap anggota 

Tim Musrenbangdes mendapatkan 

Tupoksi dan Peranan, pembagian 

kekuasaan sesuai minat/keahlian, dan 

menjadi bahagian keseluruhan 

Musrenbangdes. Karena sesuai juklak 

prosedur Tim TPM dibentuk Kepala 

Desa yang diketuai oleh Sekretaris 

Desa, dengan sekretaris TIM  ketua 

LPM Desa, dengan anggota beberapa 

perangkat desa, dan Kepala Dusun.  

 Ketika Pra-Musrenbangdes, 

sebaiknya Tim TPM terlebih dahulu 

telah menjaring aspirasi melalui 

fungsi dari LPM Desa dan Kepala 

Dusun, sehingga aspirasi masyarakat 

sudah tertampung di draf dokumen 

RKPDes yang disusun TIM TPM. Tim 
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TPM telah terlebih dahulu menjaring 

aspirasi melalui fungsi dari LPM Desa 

dan Kepala Dusun, sehingga aspirasi 

masyarakat sudah tertampung di draf 

dokumen RKPDes, dengan demikian 

apabila pembagian kewenangan atau 

tugas telah seimbang maka diharapkan  

ketika Musrenbangdes tidak terlalu 

banyak perdebatan atau perbedaan antara 

pihak pemerintah dengan perwakilan 

masyarakat. 

 

7. Keahlian yang Dimiliki 

 Keahlian yang dimiliki adalah setiap 

anggota Tim Perencanaan memiliki ilmu 

pengetahuan umum, pengalaman, dan 

keterampilan yang berkaitan dengan 

Tupoksi Musrenbangdes. 

Dari hasil wawancara dapat dianalisis 

bahwa  tidak semua anggota Tim 

Musrenbangdes sudah memiliki ilmu 

pengetahuan umum, pengalaman, dan 

keterampilan yang berkaitan dengan 

Tupoksi Musrenbangdes.  

 Peserta Musrenbangdes 

kebanyakan SDM nya hanya cukup baik 

dan rendah tentu perlu Tim pendamping 

akademisi dan instansi terkait sejak awal 

Tim di bentuk. TPM perlu waktu dan 

persiapan untuk menyusun draf Prioritas 

rencana kegiatan apa yang menjadi 

perioritas, sehingga ketika 

Musrenbangdes kemudian 

merasionalisasi atau menyesuaikan 

dengan kemampuan anggaran. 

memperioritaskan pada program yang 

produktif, seperti usaha ketahanan 

pangan masyarakat. 

 Kurangnya pengetahuan umum dan 

konsep pembangunan peserta 

Musrenbangdes, ini sejalan dengan hasil 

penelitian (Eka,dkk, 2021) menegaskan 

bahwa Organisasi dan kelembagaan desa 

yaitu Pemerintah Desa dalam 

Permusyawaratan Desa kurang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman dalam 

menjalankan tugas, pokok serta fungsi 

organisasi secara baik dan benar. 

Kurangnya pengetahuan antara Kepala 

Desa dan Perangkat Desa  dengan 

Badan permusyawaratan Desa dalam 

hal pembangunan desa di Desa Baru 

Kampar, dikarenakan tingkat 

pendidikan yang rendah serta tidak 

adanya bimbingan teknis. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan pendampingan 

lebih lanjut dalam peningkatan 

kemampuan kerjasama antara Kepala 

Desa dan Perangkat Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk 

meningkatkan pembangunan desa. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa Strategi 

kerjasama tim perencanaan 

pembangunan desa Pengembangan 

Program Ketahanan Pangan di Desa Baru 

Kabupaten Kampar ”belum optimal”. 

Hal ini disebabkan oleh Musrenbangdes 

Desa Baru Kampar membutuhkan 

dukungan Teknologi Informasi  

Komunikasi (TIK) dengan 

mengoptimalkan aplikasi sistem 

informasi desa dan internet pedesaan. 

Berkaitan dengan rendahnya 

infrastruktur TIK di pedesaan dan 

kapasitas masyarakat dalam 

pembangunan yang diselesaikan dengan 

strategi pelatihan dan pendampingan. 

Dengan demikian media komunikasi 

pedesaan yang dikembangkan adalah 

website desa dengan domain desa.id.com, 

dan interkoneksi desa. 

 Ada baiknya ke depan waktu 

musrenbangdes dialokasikan dua hari 

penuh, dan peserta diberi uang pengganti 

selama 2 hari tidak bekerja. Masa 2 hari 

setelah hari pertama pembukaan dan 

penyampaian draf hasil TIM TPM, 
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kemudian membentuk komisi atau pokja 

dibagi kepada beberapa bidang 

pembangunan, untuk dibahas dan kemudian 

disampaikan untuk didiskusikan pada hari 

kedua. 

 Dari beberapa hasil wawancara dapat 

dianalisis bahwa ada perbedaan pandangan 

tentang usulan untuk meningkatkan 

anggaran  program pemberdayaan 

masyarakat, antara pihak eksekutif dengan 

peserta lainnya. Hal ini diperlihatkan dari 

keputusan akhir  perioritas anggaran belanja 

APBDes sejumlah                                       Rp 

2.358.102.868,00 lebih besar direncanakan 

daan diputuskan  untuk belanja rutin dan 

belanja pegawai. Dengan alokasi Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa            Rp 

757.792.668,00 (32 %), Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Infrastruktut Desa          Rp 

847.023.450,00 (36 %). Sedangkan Bidang 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa           Rp 

80.157.600,00 (3 %), Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa hanya                          Rp 

122.574.000,00 (5 %) dan dana  Pembiayaan 

BUMDES Rp 36.544.850,00 (2 %), bahkan  

dana untuk pemberdayaan masyarakat 

bidang ketahanan pangan dari alokasi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

hanya Rp 50.000.000,00 untuk kelompok 

tambak ikan.  

 Dari perioritas RKPDes tersebut 

memperlihatkan bahwa pada dasarnya 

masyarakat menginginkan peningkatan 

anggaran pemberdayaan masyarakat, namun 

pihak pemerintah desa selalu menginginkan 

memenuhi dulu biaya gaji dan operasional 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pembangunan infrastruktur. Ini 

menggambarkan bahwa tarik menarik dua 

kelompok kepentingan anatara masyarakat 

dengan pemerintah desa terus terjadi. Dalam 

hal ini karena BPD memiliki kepentingan 

besaran jumlah gaji dan operasional mereka 

ada di APBDes maka mereka lebih terbawa 

ikut pihak pemerintah Desa.  

 Kurangnya pengetahuan antara 

Kepala Desa dan Perangkat Desa  dengan 

Badan permusyawaratan Desa dalam hal 

pembangunan desa di Desa Baru 

Kampar, dikarenakan tingkat pendidikan 

yang rendah serta tidak adanya 

bimbingan teknis. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan pendampingan lebih lanjut 

dalam peningkatan kemampuan 

kerjasama antara Kepala Desa dan 

Perangkat Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk 

meningkatkan pembangunan desa. 

 (BPJS) Kesehatan. JKN 

menawarkan cakupan kesehatan bagi 

seluruh penduduk Indonesia, dengan 

premi yang disubsidi bagi penduduk 

miskin dan tidak mampu. Sementara itu, 

di Malaysia, program asuransi kesehatan 

pemerintah dikenal sebagai Skim 

Perlindungan Kesihatan (SPK), yang 

dikelola oleh Badan Kewangan 

Kebangsaan (NHF). SPK menyediakan 

akses kesehatan bagi warga Malaysia 

dengan pembayaran premi yang 

ditanggung oleh pemerintah. Kedua 

negara memiliki tujuan yang serupa 

dalam menyediakan akses kesehatan 

yang terjangkau bagi penduduknya. 

Namun, terdapat perbedaan dalam 

pendekatan dan struktur program 

tersebut. Misalnya, dalam hal 

pembiayaan, Indonesia mengandalkan 

dana dari pemerintah dan premi yang 

dibayar oleh peserta, sedangkan 

Malaysia cenderung lebih bergantung 

pada dana publik untuk membiayai

 program asuransi kesehatannya. 

 Selain itu, dalam hal cakupan, 

JKN di Indonesia mencakup lebih banyak 

layanan kesehatan, termasuk pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan, 

sementara SPK di Malaysia lebih terfokus 

pada perawatan inap dan pelayanan 

medis tertentu. Perbedaan ini tercermin 
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dalam tingkat premi yang dibayarkan oleh 

peserta dan manfaat yang mereka terima. 

Kedua negara juga menghadapi tantangan 

yang serupa dalam menjalankan program 

asuransi kesehatan pemerintah, seperti 

meningkatnya biaya perawatan kesehatan, 

peningkatan jumlah peserta, dan 

pengelolaan sumber daya yang efisien. Oleh 

karena itu, keduanya terus melakukan 

evaluasi dan reformasi untuk meningkatkan 

efektivitas dan keberlanjutan program 

tersebut. Dalam kesimpulan, meskipun 

Indonesia dan Malaysia memiliki 

mekanisme asuransi kesehatan pemerintah 

yang berbeda, keduanya berusaha untuk 

menyediakan akses kesehatan yang 

terjangkau bagi penduduknya dengan 

memperhatikan kebutuhan dan kondisi 

masing-masing negara. 
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